YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang limu Sosial Program Iimu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

RAHMADANIA HASMIDAH
177310378

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Rahmadania Hasmi

%

Judul Sk ' K¢ "‘; baru Dalam

Di Kecamatan

b dalam skripsi
tuan-ketentuan
ilai layak serta

ini, telah
normatif da
dapat diset

Dr. Raliggi Ade Febrian, S.IP., M. i efiawan, S.IP., ML.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

lah memenuhi
1 Tim Penguji Ujian
enyetujui dan
gelar sarjana.

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Drs. H. Zaini Ali., M.Si

Mengetghui



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR :\2%3/UIR-FS/KPTS/2021

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

Mengingat

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

: 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah
dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian
komprehensif.

2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

SK. Mendiknas RI Noemor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

SK Rektor UIR Nomor: 14 1/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
SKeRektor UIR Nomeor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

M B9 g

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I)

tentang Usulan Tim Pevguji Ujian Komprehensif'Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah

ini ;
Nama : Rahmadania Hasmidah
NPM : 177310378
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan  : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas PEndidikan Kota PEkanbaru dalam Penanganan
Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan raya.
Struktur Tim :
1. Risky Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Budi Mulianto, S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs.H. Zaini Ali., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di ZapWaru
Pada Tanggat A Agustus 2021
Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketva Prodi......................



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu Politik
Universitas Islam Riau Nomor: j)¢9/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 11 Agustus 2021
maka dihadapan Tim Penguji.pada hari ini, Kamis" tanggal, 12 Agustus 2021 jam
08.00 - 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sesial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi
atas mahasiswa:

Nama : Rahmadania Hasmidah
NPM 14177310378

Program Studi : [lmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi .

Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di
Kecamatan Tenayan Raya.

Nilai Ujian . Angka:” 83.5 ”; Huruf:"A-”
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Ujian

Tim Penguji

No Nama Jabatan Tlnda Tangan

1. | Risky Setiawan, S.IP., M.Si. Ketua 3 /,

2. | Budi Mulianto, S.IP., M.Si. Sekretaris :

3. | Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Anggota | 3. ,éf;/

4. | Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP Notulen }Q—.‘»L—————




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Wakil Dekgn I

/A Dr. Ranggi Ade

brian, S.IP., M.Si



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa
dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa
menyelesaikan Skripsis.yang berjudul :“PeranansDinas Pendidikan Kota
Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan
Raya”.

Penulis. menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan,
oleh karena 1tu semua kritikan 'dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam
penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan,
bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat,
karunia dan petunjuknya kepada Kkita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini
bermanfaat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr.-H. Syafrinaldi, SH., M.CL
yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau
pimpin.

2. Dekan Fakultas Hmu-Sesial dan Ilmu Relitik Universitas Islam Riau Bapak
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan
prasarana bagi penulis untuk belajar.

3. Ketua Program Studi llmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.SI.

4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,, M.Si selaku dosen pembimbing atas
ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing serta mengarahkan
penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan
Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal
Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis

6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas llmu Sosial dan IImu
Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan dan

kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada ayah Umarsyah
dan ibunda tercinta R. Hasnah, kakak saya Hernita Hasmidah, Herena

Hasmidah, Hertika Hasmidah, Herdini Hasmidah, dan adik saya Sakinah

Mawaddah Warahmah, beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya
i_dan 0ril maupun materil

Dtk ) e 'o,‘ |
qﬁﬁlﬂfrﬁ@d@ﬁﬂaﬂdﬁ,@, Cd |S.IP, WiW):

k dan abang
emikiran serta

ini, dan untuk

t, karunia dan

petunjuknya , an Penelitian ini
Pekanbaru, 15 November 2021

Penulis

Rahmadania Hasmidah

Vi



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

DAFTAR ISl

Halaman

2

3

4. Konsep Manajeme

5. KONSEP PEIaNAN .....oviiiiiiiiieie e 23

6. Konsep Pendidikan ..o 28

7. KONSEP ALFIDUST ...cvviieieiiicie i 29

8. Konsep Anak Putus Sekolah.............cccooeviiiiiciice e, 30
B. Penelitian Terdahulu.............occooiiiiiiiiiiee e 32
C. Kerangka PIKIl ........cccooiiiiiiieiiiiese e 34
D. Konsep OPerasional ...........ccoceieiiiiiieienene e 35
E. Operasional Variabel ..............cooviiiiiiii e 36

vii



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il : METODE PENELITIAN ..ottt 38

AL TIPe PeNElItIaN ......c.ooiiee e 38
B. LoKasi PENElItian .........cccooueiiiiiiiiiiceeee e 38
C. Informan Penelitian ...........ccocoviiiiiniiieesr s 39

viii



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Tabel

Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

DAFTAR TABEL




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

DAFTAR GAMBAR
Gambar

II.1  Kerangka Pikir Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam

Penanganan A




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Lampiran
1. Dokumentasi Penelitian

S\

o
e
o
4
P
v
y
¢

s

DAFTAR LAMPIRAN

Xi




SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Islam
Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Rahmadania Hasmidah

NPM : 177310378

Program Studi : llmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam

Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan
Tenayan Raya
Atas naskah yang:di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta
seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya
plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah—kaidah metode
penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.

2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang
melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.

3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa
saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan
atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia
menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya
ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas
serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa
tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2021
Pelaku Pernyataan,

Rahmadania Hasmidah

Xii



PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA

ABSTRAK

Rahmadania Hasmidah

Penelitian ini mengkaji tentang Peranan Dinas'Pendidikan Kota Pekanbaru
Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya. Penelitian
ini bertujuan-untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam
Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif yang artinya menggambarkan keadaan
yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi. Teknik penarikan informan
yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu cara penentuan informan
yang ditetapkan atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini yaitu Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam
Penanganan Anak Putus Sekelah.di Kecamatan Tenayan Raya dalam indikator
norma yaitu kurang berperan, sedangkan Peranan Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya
dalam indikator individu cukup berperan, dan Peranan Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru Dalam Penanganan-Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya
dalam indikator struktur sosial kurang berperan. Beberapa faktor penghambat
dalam Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus
Sekolah adalah tidak adanya peraturan yang secara khusus untuk penanganan
anak putus sekolah, serta adanya faktor internal maupun faktor eksternal.

Kata kunci: Peranan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Anak Putus Sekolah.
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THE ROLE OF THE PEKANBARU CITY EDUCATION OFFICE IN
HANDLING SCHOOL DROPOUTS IN TENAYAN RAYA SUB-DISTRICT

ABSTRACT
Rahmadania Hasmidah

This_research _examines the role of Pekanbaru City Education Office in
handling dropouts in Tenayan Raya sub-district. The purpose of this research is to
determine the role of the Pekanbaru City Education Office in handling dropouts in
Tenayan Raya sub-district. The, research usedsa, qualitative method, which means
describing the actual orsactual situation. Informan withdrawal technique used is
purposive sampling, namely the method of determining the informant determined
on the basis of certain criteria or considerations. Data collection technique used
are interviews, observation, and documentation. The result of this research are the
role of the Pekanbaru City Education Office In Handling School Dropouts in
Tenayan Raya sub-district in the norm indicator plays a less role, the role of the
Pekanbaru City Education Office In"Handling School Dropouts In Tenayan Raya
sub-district In" the individual indicator it plays a role, and in the role of the
Pekanbaru City Education Office In Handling School Dropouts In Tenayan Raya
sub-district in-the social structure indicator it plays a less role. Some of the
inhibiting factors in The Rele. Of The Pekanbaru City Education Office In
Handling School Dropouts In Tenayan Raya sub-district are there are no
regulations specially for handling dropouts, and as well as internal and external
factors.

Keywords: Role, Pekanbaru City Education Office, School Dropouts.
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BAB |

PENDAHULUAN

bangsa In kesejahteraan

umum, me tertiban dunia
yang berdasa sosial. Hal ini
sesuai dengs

Dasar 1945.

en/kota diatur dan
dilaksanakan secara QQ‘ ‘ .und g-undang dengan tetap
[Ln

memperhatikan kekhususan da daerah masing-masing.

Selanjutnya untuk melaksanakan Pemerintah Daerah yang disebutkan
dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Pemerintah
Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004.
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Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang
dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kepenting aka t  se aturan  Perundang-
Undangan”.
Maka da enjelasa - aerah diberikan

keleluasaan atursda s sendiri tahannya sejauh

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan
umum. Pengertian urusan-urusan pemerintahan tersebut yaitu:
1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan mutlak pemerintahan pusat. Urusan mutlak ada 6 urusan:

a) Pertahanan
b) Keamanan

c) Agama
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d) Yustisi
e) Politik Luar Negeri, dan
f)  Moneter

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang

yang menjadi
dilimpahkan

pada Camat.

2014 urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

a) Pendidikan

b) Kesehatan

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
f) Sosial
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Sedangkan Urusan Pemerintahan non-pelayanan dasar yang dimaksud

dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

a)

dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

Tenaga Kerja

yang dimaksud

Kelautan dan perikanan;
Pariwisata;

Pertanian;

Kehutanan;

Energi dan Sumber Daya Mineral,
Perdagangan;

Perindustrian; dan
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h) Transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pendidikan

terencana dkan sua - 0Ses d‘:" elajaran agar
peserta di aktif me . tuk memiliki

kekuatan s agamaa e - kecerdasan, akhlak

pendidikan yang sila A Dasar Negara

Republik Indone 9 > eraka i agama, kebudayaan

b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya

c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan

undang-undang.
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Jabaran Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dituangkan

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Hal ini menunujukkan bahwa pendidikan
merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, dimana pemerintah juga
wajib membiayainya.

Di Indonesia permasalahan pendidikan masih menjadi permasalahan yang
selalu diperbincangkan, dimana pendidikan di Indonesia masih butuh perhatian

dari pemerintah. Berbagai permasalahan pendidikan menjadikan anak sebagali
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korban, diantaranya dapat berupa tidak meratanya akses pendidikan, program
wajib belajar (wajar) yang belum berjalan dengan baik, maupun dari faktor

internal maupun eksternal sehingga mengakibatkan terjadinya kondisi anak putus

sekolah.

memperoleh pen

Kemudian p asan dari Pasa /o - g tkan bahwa:

belajar.
Maka dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar (wajar) bukan
hanya menjadi tugas pemerintah saja melainkan masyarakat juga dituntut untuk
ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan program wajib belajar (wajar)
tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan siswa yang putus

sekolah pada usia wajib belajar sembilan tahun.



Selain program wajib belajar (wajar) sembilan tahun yang belum
terlaksana dengan baik terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan anak putus
sekolah, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan
faktor yang berasal dari dalam. diri anak,.seperti kemalasan, hobi bermain,
maupun- rendahnya minat untuk bersekolah. Sedangkan faktor eksternal
merupakan faktor yang berasal-dari Juar 'diri, anak, seperti keadaan ekonomi
keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang tidak harmonis, latar
belakang pendidikan orang tua, maupun lingkungan pergaulan sehingga
mengakibatkan rendahnya dorongan anak untuk bersekolah.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan yang baru dalam dunia
pendidikan, karena masih ditemukan anak putus sekolah pada tingkat sekolah
dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mana tidak dipungut
biaya sekolah. Inilah yang harus jadi perhatian, serius untuk-pemerintah daerah,
karena dana APBD terdapat 20% untuk biaya pendidikan. Masalah anak putus
sekolah tidak hanya terjadi di daerah terpencil atau pinggiran tetapi juga terjadi di
kota-kota besar seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sebagai.ibukota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat
pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, maupun pusat industri dan
jasa. Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai pusat segala aspek tidak terlepas
dari permasalahan yang kompleks. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan
Kota Pekanbaru yang semakin meningkat, sehingga membuat Kota Pekanbaru
semakin padat dan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu contoh

permasalahan yang dihadapi Kota Pekanbaru setiap tahunnya yaitu masih
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terdapatnya anak putus sekolah yang akan berdampak pada jumlah angka
pengangguran, jumlah anak terlantar, dan jumlah anak yang bekerja pada usia

dini.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru disebutkan bahwa tugas dari Dinas Pendidikan adalah:

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pendidikan

¢. Membina dan melaksanakan urusan dibidang pendidikan
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d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan
e. Membina unit pelaksanaan teknis di lingkup tugasnya

f.  Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas pendidikan
Melaksanakan

gas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

jatas, maka
Dinas Pe

a.
b. m di bidang

C.

d.

e.

f.
melalui Dinas
Pendidikan K ak putus sekolah
sejauh ini sud ng-c kukan oleh Dinas
Pendidikan Kota P wajib belajar (wajar)
sembilan tahun, selain n Dinas Pendidikan Kota

Pekanbaru dalam penanganan ana sekolah yaitu dengan mengadakan
sekolah paket mulai dari sekolah paket A yang diperuntukkan bagi SD, sekolah
paket B diperuntukkan bagi SMP, serta sekolah paket C diperuntukkan bagi SMA.
Upaya yang lain yaitu dengan adanya sekolah marginal yang ada dibeberapa
kecamatan di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya walaupun sudah ada

upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru seperti yang telah

dijelaskan diatas, pada sisi program wajib belajar (wajar) masih ada anak yang
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berusia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Selain program wajib

belajar (wajar) sembilan tahun yang belum terlaksana seutuhnya, penyebab masih

ditemukannya anak putus sekolah di Kota Pekanbaru yaitu tidak adanya peraturan

di Kota Pekanbaru. Salah satu kecamatan yang paling banyak ditemukannya anak
putus sekolah yaitu di Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Tenayan Raya
terdiri dari 93 RW dan 377 RT dengan luas wilayah 171,27 km?% Kecamatan
Tenayan Raya terbagi menjadi 4 kelurahan, yaitu: Kelurahan Kulim, Kelurahan
Tangkerang Timur, Kelurahan Rejosari, dan Kelurahan Sail. Angka anak putus

sekolah per kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:
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Tabel 1.2 Anak Putus Sekolah Per Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun

2020
No Kecamatan Jumlah
SD | SMP
1 | Tampan 72 18
2 | Buki 41
3
I
2
NE
el
3 -
9 e
10 n
11 — -
12 ally = =
Sumb Pendidikan Ko 11;arzf=:d_
Dari e ang ada di Kota
Pekanbaru, | put an t di Kecamatan
KANBA _
Tenayan Raya r edangkan jumlah

anak putus seko

Kecamatan Sail.

Berdasarkan data

gka O yaitu ada di

t di kan adanya peranan Dinas

Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah disetiap

tahunnya, namun pada kenyataannya tetap ditemukan anak putus sekolah baik

pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun pada jenjang pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada

di Kota Pekanbaru, terutama banyaknya jumlah anak putus sekolah yang ada di

Kecamatan Tenayan Raya.
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan fenomena-fenomena
yang di temukan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Masih adanya anak putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya Kota

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan

sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam
Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penanganan anak

putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya.
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. Kegunaan Penelitian

. Secara Teoritis, sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya Ilmu Pemerintahan.

agi Dinas Pendidikan
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam suat i an oleh peneliti untuk

“\ h‘&,“‘ .Gé ang diteliti.
i ‘-ﬁ penelitian,
|

‘u N, ketetapan

ilmu peme

ENAERANAES

)
QD
3
=0
[
g
a
[«})
>

ilmu yang
tuntutan tia
pemerintahan

bersangkutan.

3
.

s
o
o
@D
>
«
QD
>
3
<

Pemerintahan adala aimana suatu  instansi
pemerintahan dalam menja an tugas dan gSinya sebagai bentuk tanggung
jawab akan kebutuhan masyarakat.

Ndraha (2005:7) mengemukakan ada beberapa ruang lingkup ilmu

pemerintahan, yaitu:

. Yang diperintah,

a
b. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil),
c. Pemerintahan,

d

. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah,

15
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e. Hubungan pemerintah.

lImu  pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana

melaksanakan koordinasi serta hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

mempelaja ‘ ara  melaksa : serta
kepemimpi paik antara pemerintah pusat pemerintah daerah maupun
pemerintah dengan n 1 ar terci a sua han yang baik,

koordinasi, epemi 1 3 Q dan pemerintah

hubungan antara dinas tersebut dengan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan
negara yang diinginkan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan
antara pemerintah baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun

hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dimana pemerintah
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diharapkan mampu untuk memberikan dan melindungi kebutuhan serta tuntutan
masyarakatnya berupa jasa publik, layanan sipil agar tercipta suatu hubungan

pemerintahan secara baik dan benar.

@
= 2
% Q

A
:
£

Sedangkan

perbuatan,

Seca

melakukan

ARRALY

“pe- 1 )SIM¢ erartl e ‘ﬂ yang mengurus.

organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses

pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.
Menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki

objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun

paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat
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sehingga pemerintahan dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan
masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.

Pemerintahan adalah suatu seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa
banyak pemimpin: pemerintahan, yang tanpa-pendidikan pemerintahan mampu
berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan
dikatakan sebagai suatu disiplin{ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi
syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memilki objek baik objek
material maupun objek forma, bersifat universal, sistematis serta spesifik/khas
(Syafiie. 2005;20).

Dalam llmu Pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga
publik dalam.menjalankan ~ fungsinya untuk mencapai tujuan negara dan
menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok
pemerintah menurut Rasyid (1997:13) adalah sehagai berikut:

a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar
dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar
masyarakat, menjamin .perubahan..aparatur yang terjadi di dalam
masyarakat dapat berlangsung secara damai.

c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan
status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau akan
lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

f.  Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
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g. Menerapkan Kkebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

Menurut Samuel Edward Finer (Dalam Syafiie, 2013:31) pemerintah harus

mempunyai Kkegiat menerus (proce empat kegiatan itu

: ﬂ‘\‘ Q 'm hﬁ%“‘ .@ . metode serta

atau kemampuan untuk memenuhi ketangan masyarakat dalam rangka membiayai
keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan
sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, dimana pemerintah itu
sendiri memiliki beberapa tugas pokok yang mencakup:

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
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b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya
(powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa fungsi pemerintahan dalam
menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi pembangunan,

b. Fungsi pemberdayaan, dan
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c. Fungsi pelayanan.
Menurut Miftah (2016:15) fungsi pemerintahan adalah melayani dan

mengatur masyarakat. kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan

num, mempermudah

B%“‘ .$ 0 gkan tugas

Menurut Sedarmayanti dalam (Padila, 2007:10) pemerintah memiliki tiga
fungsi, yaitu:
a. Pelaksanaan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam menggunakan hak dan kewajibannya.
b. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah untuk

mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis dan terencana.
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c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan yang

merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

pandang, y Jai proses penyele ' dalam rangka
pencapaian n orang yang
menduduki dalam rangka
pencapaian

Men C : _ 5 Inajeme 5 dan ilmu dalam

a. Manajemen pemerintah membuat keputusan-keputusan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring atau evaluasi.

b. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama
antara pemerintah dan masyarakat.
Selanjutnya menurut Waluyo (2007:5) manajemen adalah proses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi
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dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Ndraha (2003:160) ruang lingkup manajemen pemerintahan

1)
2)
3) Pe
4) Ko
bahwa yang
dimaksud ; anajen erintahar yang mempelajari
bagaimana pe | Anajemen yang
dimulai da . , pengendalian
sampai deng
5.
lah sesuatu yang
menjadi bagian terjadinya suatu hal
atau peristiwa. Sedang pat diartikan sesuatu yang

hal, kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma
atau peraturan tertentu.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu
jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup
berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antar

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.
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Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan
bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan

aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan

= -
E.Q isasi yaitu
- gan yang lain
=
Er ini pemimpin
e O
xS
o Z
=
= 2
E- : ndorong agar
< = i
g 3 n efisien serta
E. : optimal untuk
& =

=
[
o - . .
p— ang sering terlibat
5 =
E pin merupakan titik sentral bagi
o
=

lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada dalam
lingkupnya, dalam hal ini pemimpin terlibat dalam tiga hal, yaitu :

a) Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau
informasi dari dalam maupun diluar organisasi yang diharapkan
relevan.

b) Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan
keseluruh bagian organisasi.

c) Sebagai juru bicara.
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3) Peran keputusan, dimana dalam hal ini pimpinan memainkan empat

peranan yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian

sumber daya, dan juru runding (dalam Thoha, 2012;12).

abila seseorang
melakukan ia menjalankan
suatu pera adalah untuk

kepentingan c 3 apat dipi ahkan karena yang

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-
kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soerjono Soekanto.
2014;210).

Menurut Soerjono Soekanto (2002:441) unsur-unsur peranan atau role
adalah:

a. Aspek dinamis dari kedudukan
b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
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c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Merton mengatakan peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang

diharapkan masya ? i.0rang yang menc - tus tertentu. Sejumlah
“«
peran dise hag: ‘!um'ﬁ\“ !@ angkat peran

ini merupakan

eorang dalam

Peranan dapat juga dikatakan sebagai harapan-harapan yang dikenakan
pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu di dalam lingkungan
masyarakat. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma
sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh

norma-norma Yyang tercipta di dalam kehidupan masyarakat. Maka di dalam

peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang
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peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya
atau kewajiban-kewajibannya.

Soehardono (2004:10) mengatakan bahwa istilah peran sudah sendirinya

+ QR AY

(@]
> &
g-.
QD
5
3
QD
3
o]
c

.h.

-
=
o
@
=y
3
3
S
>
=
=

sebagai berikut:

a. Peran sebagai suatu kebijakan
b. Peran sebagai strategi

c. Peran sebagai alat komunikasi

=

Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

e. Peran sebagai terapi

Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu perilaku seorang individu
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yang menempati kedudukan sosial dalam menjalankan hak dan kewajibannya

berdasarkan norma-norma yang ada dimasyarakat.

6. Konsep Pendidikan

negara. Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menurut Hasbullah (2009;1) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu

usaha yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dengan tujuan
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agar menjadi dewasa, sehingga dapat mencapai tingkatan hidup atau suatu
penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu seseorang

lingkungan

Dari be a : ‘;: a ‘ 1t ahwa pendidikan
adalah usaha -ses ) yar : ._ : ; memperoleh
pengetahu

ntuk mencapai

keberhasilan

Penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya),

a
b. Adanya pengaruh personal (ingin memengaruhi sesuatu secara pribadi),
c. Memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu),

d

. Adanya perasaan (perasaan menyukai sesuatu),

@

Rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu),
f. Kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu), dan

g. Diperkenalkan (diperbolehkan melakukan sesuatu).
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Sedangkan menurut Bernard Weiner teori atribusi adalah teori
kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik.

Hal ini dapat diartikan bahwa anak yang bersekolah mempunyai motivasi yang

suatu tindakar at diseh AC maupun eksternal.
Maka dari

menjelaska ; : N _se apat menerangkan

akibat dari

anak putus ¢

layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak
untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Putus sekolah merupakan predikat
yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan
suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang
pendidikan berikutnya, atau dengan kata lain anak putus sekolah dapat diartikan

dengan suatu keadaan dimana seorangg anak tidak bisa melanjutkan
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pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dimana kejadian seperti ini dapat

disebabkan oleh berbagai faktor yang ada (Gunawan. 2010;18).

Anak putus sekolah (drop out) adalah anak yang karena suatu hal tidak

Siswono Yudo Usodo (dalam D. Gunarsa, Singgih 2010;43) mengatakan
bahwa anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga,
bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk
memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik. Hal ini juga merupakan investasi sosial masa depan walaupun
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kenyataannya menjadi tantangan yang tidak murah dan harus dipikul oleh

keluarga, masyarakat, dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa, anak putus sekolah adalah keadaan dimana

Adapun pe

penelitian ini

adalah :
Tabel |
No Persamaan
1. e Penelitian
ini
membahas
tentang
anak putus
sekolah
Kabupaten pada
Dasar Indragiri tingkat
Kecamatan Batang Hulu sekolah
Cenaku Tahun dasar
2011-2012) e Mengguna
kan
metode
kualitatif
2. | Fani Fitriani | Peran Dinas e Tahun e Penelitian
Pendidikan Dalam 2018 ini  sama-
Perumusan e Penelitian sama
Pelaksanaan ini berlokasi
Pencegahan Anak mengenai di
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Rawan Putus
Sekolah Di Kota
Pekanbaru  Tahun
2013 - 2015

Peran
Dinas
Pendidika
n dalam
pencegaha

Pekanbaru
Mengguna
kan
metode
kualitatif

Mengguna
kan
metode
kualitatif

Membaha
s tentang
anak putus
sekolah.
Mengguna
di  Desa kan
Bandung metode
Kapahiang Jaya kualitatif.
Kecamata
n
Kabaweta
n
Kabupaten
Kapahiang
Fitriana Nur | Identifikasi Faktor Tahun Membaha
Itsnaini Penyebab  Siswa 2015 s tentang
Putus Sekolah Di Penelitian anak putus
Sekolah Dasar ini sekolah
Kota Yogyakarta dilakukan pada
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Peranan

\

4

Pemerintah Kota
Pekanbaru

V

di  Kota
Yogyakart
a

Dinas Pend

idikan Kota

Pekanbaru

v

tingkat
pendidika
n sekolah
dasar.

Mengguna
kan
metode
kualitatif.
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Indikator Peranan:

1. Norma
2. Individu
3. Struktur Sosial

Peranan adalah aspek @

dudukan apabila seseorang yang
melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia
menjalankan suatu peran.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak tidak mampu
melanjutkan jenjang pendidikan yang bisa disebabkan oleh faktor internal

maupun faktor eksternal.
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4) Norma adalah rangkaian peraturan-peraturan yang dibuat agar hubungan
di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Norma yang

dimaksud dalam penelitian ini yaitu apakah ada aturan yang mengatur

5) SU3 : kukan oleh

apa yang bisa
menjalankan
Kepala Dinas
6) s dan peranan

ni penulis ingin

Di Kecamatan Tenayan Raya

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4

Peranan Peranan 1) Norma e Adanya aturan
merupakan Dinas tentang
aspek dinamis | Pendidikan penanganan anak
kedudukan Kota putus sekolah.
(status). Pekanbaru e Adanya upaya
Apabila Dalam dalam penanganan
seseorang Mengatasi anak putus
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melakukan hak
dan
kewajibannya
sesuai dengan
kedudukannya,
maka ia
menjalankan

Anak Putus
Sekolah
Pada Tingkat
Pendidikan
Sekolah

2) Individu

sekolah.

Kepemimpinan
Kepala Dinas
Pendidikan.
Sikap Kepala
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

pusat perhatiar , a mana mestinya

(Sugiyono,

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
yang beralamat di Jalan H. Samsul Bahri Nomor 8 Kelurahan Sungai Sibam
Kecamatan Payung Sekaki, sebagai instansi yang berwenang di bidang
pendidikan, serta di Kecamatan Tenayan Raya dengan alasan bahwa diantara 12
kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya merupakan

kecamatan yang paling tinggi jumlah anak putus sekolahnya.

38
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C. Informan Penelitian

39

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti

melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi suatu penelitian.

Tabel 111.1 Daftar Key Informan dan Informan

No Unit Populasi Keterangan | Jumlah (orang)
1. | Kepala Bidang PAUD dan PNF Key Informan 1 orang
2. | Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF Informan 1 orang
3. | Kepala Sekolah SD Negeri 28 Informan 1 orang
4. | Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Informan 1 orang
5. | Orangtua anak putus sekolah Informan 6 orang

Sumber: Olahan Penulis 2021
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D. Teknik Penarikan Informan
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan

yang berkompetensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Adapun

tujuan dari U peneliti +' ':' ' ata. Berdasarkan
metode pe

dikumpulk

mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara seperti dokumen, jurnal, maupun buku-buku
yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini

yaitu dapat berupa data yang telah tersedia di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru,
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sedangkan dari perpustakaan yaitu untuk mendapatkan teori-teori yang relevan
dengan permasalahan penelitian termasuk peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan hal tersebut.

mengadaka atatan atau penga ;:‘ ki , bungan dengan
masalah ya k iti yalina ku-buku, arsip,

perundang-u : : : ari ah yang relevan

.nq : atawyang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat st ‘ sistematik.gejala yang tampak pada objek yang
diteliti berdasarkan pengamatan langsung dilapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada

orang lain. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu
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menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Kemudian
data yang telah di analisis akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil

penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

%
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

43

Bulan dan Minggu Tahun 2021

N Jenis Juni Juli
0 Kegiatan
g 213
1
2
3
Perbaikan
4 | daftar
kuisioner
Pengurusa
5 | rekomenda
penelitian
Penelitian
6
Lapangan
Penelitian
7 | dan analisis
data
Penyusunan
laporan
8 Peneltian X
(Skripsi)
Konsultasi
9 | Perbaikan
Skripsi
Ujian
10 Skripsi X
Revisi dan
11 | Pengesahan X
skripsi
Penggandaa
n serta
12 Penyerahan
skripsi

Sumber: Olahan Penulis 2021
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

menyebutn n erat dengan
perkembang g: Abdul Jalil
Alamudin ounyal  inisiatif untuk

1784 M, berdasarkan musyawara empat suku (Pesisir, Lima Puluh,

Tanah Datar, dan Kampar), nama Senapelan diganti menjadi “Pekan Baharu”
yang kemudian dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14°-101° 34’ Bujur Timur dan 0° 25°-

0° 45° Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987

tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km?

44
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menjadi 446,50 Km? yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil
pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk | Riau, maka ditetapkan luas
wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km?.

Meningkatnya  —Kkegiatan. pembangunan — menyebabkan terjadinya
peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang, sehingga terjadi pula
peningkatan akan tuntutan _dan |kebutuhan, masyarakat terhadap penyediaan
fasilitas dan utilitas. perkotaan maupun kebutuhan lainnya. Untuk terciptanya
tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah
kecamatan baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun
2003 menjadi 12 kecamatan serta kelurahan/desa baru menjadi 83 kelurahan/desa

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016.

Tabel 1V.1: Kecamatan yang ada di Pekanbaru

No Kecamatan Ibukota Kecamatan
1 | Tampan Simpang Baru

2 | Payung Sekaki Labuh Baru Barat
3 | Bukit Raya Simpang Tiga

4 | Marpoyan Damai Sidomulyo Timur
5 | Tenayan Raya Kulim

6 | Lima Puluh Rintis

7 | Sail Cinta Raja

8 | Pekanbaru Kota Kota Tinggi

9 | Sukajadi Pulau Karam

10 | Senapelan Kampung Bandar
11 | Rumbai Rumbai Bukit

12 | Rumbai Pesisir Meranti Pandak

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Berdasarkan kondisi geografis Kota Pekanbaru memiliki batas-batas
wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
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b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

sekaligus
pada tahun
2020 dari : C al va, yang terdiri
dari 495.117 ¢ Ki-la < 1 puan, dengan rasio

jenis kela ar 101. F '} dari berbagai

4. Visid

percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil
Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017 menetapkan Visi Antara untuk 5
tahun kepemimpinannya yaitu “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota
Metropolitan yang Madani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru

yaitu sebagai berikut:
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1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki
kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertagwa serta mampu bersaing
ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan
kemampuan/keterampilan.._tenaga ..kerja. Pembangunan kesehatan,
kependudukan dan keluarga sejahtera.

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah
yang menjalankan. kehidupan™ beragame,» memiliki iman dan taqwa,
berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup
dalam rukun dan damai.

4. Meningkatakan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi
listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama
infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran
kota.

5. Mewujudkan penataan-ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.

6. Meningkatkan  perekonomian® “~daerah dan masyarakat dengan
meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang

memadai dan iklim usaha yang kondusif.

B. Profil Singkat Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan dari 12
kecamatan di Pekanbaru yang memiliki 13 kelurahan dengan luas wilayah 171,27
km? Kecamatan Tenayan Raya didirikan menurut Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 7 Juni 2003 Tentang Pembentukan
Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir

serta berdasarkan Keputusam Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

48

Tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di
Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung

Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka

2 Tahun 2016
erta Tata Kerja

Dinas Pendidika ; ; ak: " dDinas Pendidikan

c. Sub Bagian Program
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD
b. Seksi Pendidikan Nonformal
c. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
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b. Seksi Ketenagaan SD
c. Seksi Kesiswaan SD
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri

dari:

Walikota dalam melaksanakan u rintahan di bidang pendidikan dan

tugas pembantuan lainnya. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas

b. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pendidikan

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendidikan

d. Penyusunan dan perumusan program dan anggaran Dinas Pendidikan
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Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya

e.
f.
g.
h.

Pengelolaan Keuangan Dinas

a. an : Si - penyus : ggaran Dinas

kepegawaian,

lengkapan serta

setiap bidang sebagai perta

f.  Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan
keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan
gedung kantor;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum
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b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sub yaitu sebagai berikut:

a.

aan, penerimaan, pemyimpanan,
penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta
pemeliharaan barang milik daerah;

g. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah (BMD);

h. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban,
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta

pengamanan di lingkungan dinas;
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i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai,
mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian

prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;

c) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan
program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sub Bagian Program
menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program Kkerja serta
perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana
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Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan
tahunan dan laporan evaluasi kinerja;

b. Pengolahan dan validasi data pendidikan untuk pengembangan dan
pengambilan kebijakan;

c. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sistem informasi pendidikan

d. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;

e. Perumusan, pelaksanaan'dan” penghimpunan petunjuk’ teknis yang
berhubungan dengan penyusunan program;

f. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;

g. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat,
temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan
sub urusan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Dalam melaksanakan tugasdiatas, Bidang-Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Nonformal menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal,
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c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Nonformal;
d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan

kegiatan PAUD dan Pendidikan Nonformal,

tugas
Bidang Pem

dari:

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan
pembinaan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang
Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan ketentuan peraturan
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perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program
kerja serta laporan tahunan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
Pelaksanaan koordinasi;..pembinaan..dan perumusan serta pemberian
petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian sekolah dasar;

. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
Penyusunan bahan pembinaan Kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
Penyusunan. bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian
sekolah dasar;

Penganalisaan dan penyusunan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;

h. Perencanaan dan penyusunan angka kredit dan kepangkatan pendidik dan

tenaga kependidikan;

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman
dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta
pengembangan kurikulum sekolah dasar;

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan,penyusunan-pedoman pendirian,
penutupan, akreditasi pengelolaan-dan penilaian lembaga sekolah dasar;

. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas peningkatan profesionalisme pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kalender pendidikan, jumlah jam
belajar efektif, ujian sekolah dan ujian nasional sekolah dasar;

. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan petunjuk pembinaan pelaksanaan
kegiatan peserta didik sekolah dasar untuk pengembangan diri;

. Pelaksanaan koordinasi kegiatan tim pengembang kurikulum sekolah
dasar,;

. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan dengan instansi terkait
sesuai bidang tugasnya;

. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan laporan hasil belajar

peserta didik sekolah dasar;
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Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kelembagaan sekolah
dasar;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan-Sekolah Dasar(SD) terdiri dari:

a.

b.

Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

Seksi Ketenagaan SD

Seksi Kesiswaan SD

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

mempunyai tugas membantu Sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan

sub urusan pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam melaksanakan tugas diatas, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) menyelenggarakan fungsi:

a.

o

o« oo

Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang
Pembinaan Pendidikan SMP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program
kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan SMP;

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian
petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian SMP;
Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian SMP;
Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian SMP;

Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SMP;
Penganalisaan dan penyusunan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
Perencanaan dan penyusunan angka kredit dan kepangkatan pendidik dan

tenaga kependidikan;
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i. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemyusunan pedoman
dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta
pengembangan kurikulum SMP;

J. Pelaksanaan koaordinasi, pembinaan dan penyusunan pedoman pendirian,
penutupan; akreditasi pengelolaan dan-penilaian lembaga SMP;

k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas peningkatan profesionalisme guru dan
Kepala SMP;

I. Pelaksanaan koordinasi dan' perumusan Katender pendidikan, jumlah jam
belajar efektif, ujian sekolah dan ujian nasional SMP;

m. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan petunjuk pembinaan pelaksanaan
kegiatan peserta didik SMP untuk pengembangan diri;

n. Pelaksanaan koordinasi kegiatan tim pengembang kurikulum SMP;

0. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan dengan instansi terkait
sesuai dengan bidang tugasnya;

p. Pelaksanaan koordinasi-dan. pembinaan penyusunan laporan hasil belajar
peserta didik SMP;

g. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kelembagaan SMP;

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang-diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
b. Seksi Ketenagaan SMP
c. Seksi Kesiswaan SMP
6. Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas
Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana. Dalam

melaksanakan tugasnya, Bagian Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Sarana
dan Prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-
bahan yang diperlukan. dalam rangka penyusunan. kebijakan, program
kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-
bahan yang diperlukan untuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan,
pengawasan kegiatan dan pemeliharaan bangunan;

d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan perumusan kegiatan sarana dan
prasarana sekolah melalui proses perencanaan, DED Bangunan sekolah
dan perencanaan kegiatan;

e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kegiatan pengendalian
dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan,
peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan;

f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan. pemberian saran,
pertimbangan dan bimbingan dalam rangka pemanfaatan, pembangunan,
pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sekolah;

g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan dan
pemberian bimbingan terhadap . pemakaian jasa konsultan dan jasa
konstruksi yang = bergerak di bidang perencanaan, pembangunan,
pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, pengawasan dan pemeliharaan
bangunan sekolah;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
a. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
b. Seksi Sarana dan Prasarana SD

c. Seksi Sarana dan Prasarana SMP
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Informan

Identitas _ir i ! ikan gambaran yang

Tabel V.I: ldentitas Ke 5 orman Berdasarkan Jenis
Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 4
2 | Perempuan 6
Jumlah 10

Sumber: Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan

informan yang terdiri dari Kepala Bidang PAUD dan PNF, Kepala Seksi
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Ketenagaan PAUD dan PNF, Kepala Sekolah SD Negeri 28, Kepala Sekolah
SMP Negeri 11 Pekanbaru, serta Orang tua Anak Putus Sekolah menurut jenis

kelamin, laki-laki berjumlah 4 orang, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 6

orang.
2. S
W]Snﬁmgqt tau kedewasaan
\ W)
informan bgﬁ nya oleh penulis
sesuai den han ya : digambarkan
kriteria usi
Tabel V.2: rman dan Infor Usia
— X 3 S
No a ~ Jumlah |
1 |
2 ) i W
KANBAR
Sumber: O e
Berdasarkan d i an dan informan yang
terdiri dari Kepala Bidang i onformal (PNF), Kepala Seksi

Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), Kepala Sekolah SD Negeri
28, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Pekanbaru, serta Orang tua Anak Putus
Sekolah dengan kriteria usia 39-49 tahun berjumlah 7 orang, sedangkan kriteria

usia 50-59 tahun berjumlah 3 orang.
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3. ldentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan informan dapat mempengaruhi jawaban yang diajukan

peneliti dalam menjawab pertanyaan. Semakin tinggi pendidikan seseorang

semakin tinggi info a tabel dibawah ini
akan di a
Tabel g forman l@ﬂq n Tingkat
Nﬁlp‘ R,
N
il
2
3 — p—
4 o
5 == HINEEx
aly 100
Sumber: en
Berda el informan dan

KANBAR

informan yag F, Kepala Seksi

Ketenagaan PA a eri 28, Kepala Sekolah
o L]

SMP Negeri 11 P r s Sekolah berdasarkan

tingkat pendidikan yaitu u g lulusan S1, 2 orang lulusan

SMA, dan 4 orang lulusan SMP.
B. Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak
Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang
menjalankan tugasnya di bidang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD sampai

ketingkat SMP. Dalam menjalankan tugasnya, diharapkan Dinas Pendidikan
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mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di zaman modern

saat ini. Namun dalam kenyataannya masih dapat dijumpai permasalahan di

bidang pendidikan, salah satunya yaitu permasalahan anak putus sekolah.

. tersebut dibutuhkan

sesuai dengan

enjelasan tersebut,

bagaimana peranan Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan aturan yang ada. Norma juga dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.

Aturan-aturan tersebut dibuat agar seseorang dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Diharapkan dengan adanya aturan-
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aturan tersebut maka permasalahan anak putus sekolah dapat terselesaikan dengan
baik oleh dinas yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku
Kepala Bidang Pendidikan Anak.Usia Dini. (PAUD) dan Pendidikan Nonformal
(PNF) mengenai aturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
dalam penanganan anak putus sekalah:

“Aturan-aturan itu. hanya berupa edaran Kepala™ Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru kepada seluruh perangkat RT/RW untuk mendata anak yang putus
sekolah diwilayah masing-masing. Namun demikian, kebijakan itu belum
maksimal ” (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apa saja faktor-faktor
penghambat dalam penanganan anak putus sekolah. Hasil wawancara dengan Ibu
Hj. Erma., M.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF, sebagai berikut:

“Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penanganan anak putus
sekolah di Kota Pekanbary Vyaitu ada beberapa faktor baik faktor internal
maupun faktor eksternal. Untuk faktorrinternalitu bisa disebabkan karena pribadi
anak itu sendiri yang tidak ingin bersekolah alasannya bisa karena malas, ingin
membantu orang tua dengan bekerja. Selain itu karena keadaan ekonomi
keluarga, begitu juga dengan masalah orang tua yang broken home. Sedangkan
untuk faktor eksternal itu bisa dari pengaruh lingkungan sekitar anak tersebut,
bisa juga karena susahnya akses untuk di daerah pedalaman contohnya di
Tenayan Industri” (Senin, 3 Mel 2021 Pukul 12.59 WIB).

Sedangkan menurut Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD
dan PNF juga memberikan pendapatnya terkait aturan yang dikeluarkan Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah:

“Kalau untuk aturan itu belum ada. Bapak Kepala Dinas Pendidikan hanya
memberikan berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah maupun sampai
ketingkat RT/RW. Memang kalau dilihat masalah anak putus sekolah ini sulit
untuk ditangani karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur
tentang anak putus sekolah terutama di Kota Pekanbaru, sebenarnya ini memang
harus jadi perhatian penting agar kedepannya Kota Pekanbaru memiliki
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peraturan khusus untuk penanganan anak putus sekolah ini” (Rabu, 21 April
2021 Pukul 08.43 WIB).

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apa saja faktor-faktor
penghambat dalam penanganan anak putus sekolahs, Hasil wawancara dengan
Bapak Jamhur.; S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF, sebagai berikut:

“Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan anak
putus sekolah itu sendiri bisa_dikarenakan: karena kurangnya pengawasan dari
orang tua dirumah karepa:kan'yang paling dekat/dengan anak itu sendiri adalah
orang tuanya. Jadi kalau faktor dari dalam saja sudah kurang maka masalah
seperti ini memang bisa terjadi. Selain itu bisa dikarenakan faktor lingkungan
dimana anak .itu tinggal, maupun karena fakior dalam diri. anak tersebut.
Sementara menurut saya kalau faktor ekonomi itu bukan menjadi masalah karena
pemerintah sudah memberikan program wajib belajar 9 tahun, dimana ini berarti
ditanggung pemerintah. Jadi ‘untuk orang tua memang harus memberikan
motivasi kepada anaknya agar tetap bersekolah” (Rabu, 21-April 2021 Pukul
08.43 WIB).

Lanjutan wawancara dengan lbu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan
PNF tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
dalam penanganan anak putts sekolah, sebagai-berikut:

“upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang pertama
pendataan anak yang putus sekolah di wilayah kecamatan, RT/RW, dimana saja
lokus-lokus yang ada anak putus sekolah dan anak-anak jalanan yang ada
dipersimpangan, dimana dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Sosial dan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendata anak-
anak putus sekolah. Pemerintah berkeinginan.tidak ada lagi anak yang putus
sekolah yang usia sekolah harus berada.di sekolah baik sekolah formal maupun
nonformal. Selain itu juga diberikan'sekolah paket A untuk SD dan Paket B untuk
SMP” (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd
selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF yang mengatakan bahwa:

“pasti ada, salah satunya dengan cara adanya sekolah marginal. Sekolah
marginal itu kita sediakan untuk anak-anak yang putus sekolah, jadi anak-anak
bisa belajar di sekolah marginal tersebut. Sekolah ini ada di beberapa
kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tenayan Raya. Selain itu juga sudah ada
upaya dari pemerintah yaitu program wajib belajar, minimal 9 tahun bahkan ada
yang sampai 12 tahun” (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Nelvi Elya
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 tentang upaya-upaya yang telah dilakukan
Dinas Pendidikan dalampenanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:
“sejauh ini kami pthak sekolah dihimbau untuk mendata siswa-siswa yang putus
sekolah, selain itu kami diberi pengarahan tentang program wajib belajar 9 tahun
dan sekolah paket sesuai dengan tingkat putus sekolahnya™ (Rabu, 2 Juni 2021
Pukul 10.29 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Erna Daharni.,

M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 11 mengenai upaya-upaya yang telah
dilakukan Dinas Pendidikan, yaitu sebagai berikut:
“kami hanya diberi pengarahan tentang sekolah paket yang tersedia di berbagai
kecamatan umtuk anak putus sekolah, selain itu juga diberikan pengarahan
tentang program wajib belajar 9 tahun, walaupun menurut saya ini belum
terealisasikan dengan baik” (Senin, 31 Mei 2021 Pukul 09.32 \WIB).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rinduan sebagai orang

tua anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar tentang upaya yang
telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu
sebagai berikut:
“menurut saya upaya Dinas Pendidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik,
karena dinas maupun pemerintah belum bisa memberikan lapangan pekerjaan
bagi anak putus sekolah, jadi kami sebagai orang tua tidak bersungguh-sungguh
untuk menyekolahkan anak, sedangkan kalau wajib belajar 9 tahun saya tahu”
(Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 16.50 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firmansyah selaku orang tua
anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama tentang

upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus

sekolah, yaitu sebagai berikut:
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“menurut saya upaya Dinas Pendidikan masih kurang, karena masih saja
masalah ini ada disekitaran kita. Kami orang tua tidak tahu apa saja bantuan
yang diberikan oleh mereka” (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 10.05 WIB).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Kasmawati selaku
orang tua anak putus sekolah.pada tingkat Sekolah Dasar tentang upaya yang telah
dilakukan-Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai
berikut:

“menurut saya pribadi-Dinas Pendidikan dalam upayu penanganan anak putus
sekolah masih-kurang, karena saya sebagai orang tua sudah mengingatkan anak
saya agar tetap bersekolah, tetapi kemauan anak saya sendiri yang tidak ingin
bersekolah lagi. Seharusnya kalau sudah seperti ini sekolah maupun dinas yang
bersangkutan lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada kami orang
tua maupun kepada semua siswa di sekolah, agar siswa tersebut tahu pentingnya
sekolah itu apa” (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 13.15 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Neli selaku orang tua anak putus
sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama tentang upaya yang telah
dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, sebagai
berikut:

“saya sebagai orang tua merasa upaya yang diberikan oleh dinas tersebut belum
baik, karena kalau memang upaya nya telah maksimal pasti sudah tidak ada anak

yang putus sekolah sekarang ini, walaupun saya sebagai orang tua juga merasa
gagal untuk bisa menyekelahkan anak saya” (Jum’at, 4 Juni 2021 Pukul 10.08

WIB).

Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Sulistiana selaku orang tua
anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar tentang upaya yang telah
dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, sebagai

berikut:

“bagi saya sejauh yang saya tahu upaya dari dinas tersebut belum berjalan
sepenuhnya, karena bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman belum
merasakan adanya pemerataan pendidikan seperti mereka yang tinggal di daerah
kota” (Jum’at, 4 Juni 2021 Pukul 11.03 WIB).
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Kemudian wawancara bersama Bapak Onik selaku orang tau anak putus
sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama tentang upaya yang telah
dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai
berikut:

“Jujur saya kurang paham yang seperti itu, tapi yang bisa saya lihat secara umum
memang yang dilakukan dinas tersebut belum berjalan dengan baik, karena

masih dijumpal anak-anak yangpiitus-sckolah selain anak saya” (Jum’at, 4 Juni
2021 Pukul 14.10 WIB),

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa memang tidak ada
aturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru maupun peraturan-
peraturan lainnya dalam penanganan anak putus sekolah. Selain itu upaya yang
dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menurut orang tua anak putus
sekolah belum berjalan dengan baik.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru pada 7 Juni 2021;-peneliti menyimpulkan bahwa memang tidak ada
peraturan dalam penanganan anak putus sekolah baik dari Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru maupun peraturan pemerintah lainnya. Hal ini menyebabkan
permasalahan anak putus sekolah belum mendapat kejelasan karena belum adanya
aturan yang dibuat oleh instansi terkait. Begitu juga dengan upaya-upaya yang
telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bersama dinas-dinas
terkait belum berjalan secara optimal, karena masih banyak masyarakat yang tidak
tahu apa itu sekolah marginal, sehingga menyebabkan masih dijumpainya anak-

anak putus sekolah.
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Untuk jelasnya tentang observasi di lapangan terkait dengan banyaknya
anak yang tidak tahu tentang sekolah marginal dapat dilihat data tabel hasil
observasi sebagai berikut:

Tabel V.4: Hasil. Rekap Observasi Terkait lndikator Norma

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati Mendirikan Sekolah Marginal dan Pusat
Kegiatan /‘Belajar Masyarakat (PKBM) oleh
Dinas PendidikanKota Pekanbaru

Waktu kegiatan Senin, 7 Juni 2021
.| Tempat pengamatan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
4. | Peserta yang diamati Kepala Bidang, staf di Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru
5. | Hasil observasi Informasi yang diperoleh di lapangan yaitu

bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
belum mampu  dalam penanganan anak
putus sekolah. Hal ini dapat dilihat dari
masih adanya masyarakat yang tidak tahu
tentang sekolah marginal maupun karena
tidak radanya aturan-aturan yang secara
khusus mengatur tentang penanganan anak
putus sekolah.

Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2021
2. Individu
Individu yang dimaksuddisini. adalah seorang individu yang didalam
dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta didalam
diri setiap individu memiliki etika. Individu ini menunjukkan bagaimana etika
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid
PAUD dan PNF tentang bagaimana kepemimpinan Kepala Dinas dalam

penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:
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“kepemimpinan beliau sudah tegas dengan membagi tupoksi masing-masing
setiap bidang, ada PAUD, SD, SMP untuk mendata anak yang putus sekolah itu
di kelas mana saja, di sekolah mana saja, dan penyebabnya apa” (Senin, 3 Mei
2021 Pukul 12.59 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara_dengan Bapak Jamhur., S.Pd
selaku Kasi.Ketenagaan PAUD dan PNF mengenai bagaimana kepemimpinan
Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:
“sangat banyak perhatian khusus terhadap anak+anak putus sekolah, makanya
sekarang dalam pendataan berapa sih sebenarnya secara detailnya anak-anak
yang putus sekolah di Kota Pekanbaru™ (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan lbu Dra. Nevi Elya
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 mengenai bagaimana kepemimpinan Kepala

Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

“tegas dan ada perhatian, bahkan diberitahukan kepada Kepala Sekolah bahwa
anak-anak yang putus sekolah boleh ikut sekolah paket A maupun paket B yang
nantinya diajukan kepada orangtuanya terlebih dahulu, jadi memang perhatian
dari Kepala Dinas sudah bagus® (Rabu, 2 Juni-2021 10.29 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hj. Erna Daharni., M.Pd selaku
Kepala Sekolah 'SMP Negeri 11 mengenai bagaimana kepemimpinan Kepala
Dinas dalam penanganan anak putus sekolah dari hasil wawancara seperti berikut:
“sudah lumayan tegas, karena kami_diberitahu bahwa jangan sampai ada anak
yvang putus sekolah. Kalaupun ada diberikan solusi seperti adanya sekolah paket”
(Senin, 31 Mei 2021 Pukul 09.32 WIB).

Lanjutan wawancara dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan
PNF tentang bagaimana sikap Kepala Dinas dalam penanganan anak putus
sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“sikap Bapak Kepala Dinas sudah baik dan tekun dalam menjalankan tugas-

tugasnya dibuktikan dengan adanya tupoksi masing-masing bidang” (Senin, 3
Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd

selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF tentang sikap Kepala Dinas dalam
penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:
“sikap Bapak Kepala Dinas sejauh_ini_sudah-baik dan perhatian beliau sangat
tinggi terhadap anak-anak yang putus sekolah. Dimana beliau berharap dengan
adanya - berbagal program maupun koordinasi yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru dengan semua komponen-komponen yang ada dalam
masyarakat permasalahan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru dapat diatasi ”
(Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan lbu Dra. Nevi Elya
selaku Kepala® Sekolah SD Negeri 28 tentang sikap Kepala Dinas dalam
penanganan anak putus sekolah, hastl wawancaranya sebagai berikut:

“sikap beliaw baik sekali juga perhatiannya sangat bagus terhadap anak-anak
putus sekolah atau istilahnya cepat tanggap ataupun tekun agar tidak ada lagi
masalah anak putus sekolah” (Rabu, 2 Juni.2021.Pukul 10.29 WIB).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Erna Daharni.,

M.Pd selaku Kepala Sekolah ‘SMP /Negeri 11 tentang sikap.Kepala Dinas dalam
penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:
“saya rasa sikap beliau dalam menyelesaikan masalah anak putus sekolah cukup
baik dan tekun, karena diberitahukan kepada Kepala Sekolah agar anak putus
sekolah tidak ada lagi dengan cara memberikan motivasi dan semangat” (Senin,
31 Mei 2021 Pukul 09.32 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak
Rinduan sebagai orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar
mengenai kemampuan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu
sebagai berikut:

“menurut saya, beliau kurang mampu dalam menangani putus sekolah, karena

walaupun ada bantuan dari pihak pemerintah tetapi kadang-kadang bantuan itu
disalahgunakan oleh pihak-pihak lain” (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 16.50 WIB).
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Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Firmansyah sebagai
orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah
Pertama tentang kemampuan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus
sekolah, yaitu sebagai berikut:

“menurut saya beliau belum cukup mampu dalam menangani masalah putus
sekolah ini, karena ya masih ada anak putus sekolah tiap tahunnya kan.
Walaupun hal ini bisa dari-berbagai faktor, tapi harusnya Kepala Dinas

Pendidikan lebih giat lagiimencari cara agar anakputus sekolah di Pekanbaru
bisa diminimalisir” (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 10.05 WIB).

Hasil wawancara dengan lbu Kasmawati selaku orang tua anak putus
sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang kemampuan Kepala Dinas dalam
penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

“tanggapan saya tentang bagaimana kepemimpinan Kepala Dinas menyelesaikan
permasalah anak putus sekolah sejauh ini kurang.mampu, karena saya yakin
masih ada ditemukan angka anak putus sekolah di kecamatan-kecamatan yang

ada di Kota Pekanbaru. Saya berharap kedepannya tidak ada lagi anak yang

berusia sekolah tetapi tidak bisa bersekolah seperti keadaan anak saya sendiri”
(Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 1335WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak
putus sekolah sudah tegas dan memberikan perhatian khusus untuk anak-anak
yang putus sekolah, begitu juga dengan. sikap Kepala Dinas Pendidikan juga
sudah baik dan tekun dalam penanganan anak putus sekolah yang ada di Kota
Pekanbaru.

Sedangkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, memang
dari segi kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam
penanganan anak putus sekolah sejauh ini sudah cukup tegas. Hal ini juga sudah

dibuktikan dengan adanya sekolah-sekolah paket A dan paket B yang tersebar
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diseluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan dari segi sikap,
penulis berpendapat bahwa sikap Kepala Dinas Pendidikan juga sudah tegas
dalam menangani masalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya
pemberitahuan kepada Kepala. Sekolah serta” majelis guru agar dapat ikut
membantu dalam penanganan anak putus sekolah. Hanya saja masih perlu
dilakukan tindakan lanjutan dalamjpenanganan.anak putus sekolah di Pekanbaru
agar tiap tahunnya angka anak putus sekolah dapat diminimalisir.

Selanjutnya berdasarkan data observasi tentang kepedulian pada anak
putus sekolah dapat dilihat data observasi berikut:

Tabel V.5: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Individu

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati Pengadaan rapat, sosialisasi dalam rangka
penanganan anak putus sekolah secara
online dimasa pandemi

Waktu kegiatan Senin /7 Juni 2021
.| Tempat pengamatan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
4. | Peserta yang diamati Kepala Bidang, staf di Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru
5. | Hasil observasi Informasi yang diperoleh di lapangan yaitu

bahwa kepedulian Kepala Dinas Pendidikan
Kota “Pekanbaru sudah baik dan tegas.
Dibuktikan dengan berdirinya sekolah paket
A dan paket B, serta dibuktikan dengan
adanya pemberitahuan kepada kepala
sekolah dan majelis guru agar dapat bekerja
sama dalam penanganan anak putus sekolah
yang dilakukan melalui rapat, sosialisasi,
maupun secara online dimasa pandemi
sekarang.

Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2021
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3. Struktur Sosial

Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan timbal balik
antara status dengan peranan dimana akan menunjuk pada suatu ketentuan
perilaku. Struktur.sosial juga merupakan sebuah hubungan antar individu dengan
orang lain/masyarakat untuk membentuk sebuah norma, nilai atau peraturan yang
ada di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan lbu Hj.

Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan PNF mengenai apakah ada koordinasi
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan kecamatan dalam penanganan anak
putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:
“Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan anak putus
sekolah sudah berkoordinasi-dengan kecamatan, kelurahan dan dengan dinas-
dinas yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak” (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan 'wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd
selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF tentang koordinasi Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru dengan kecamatan dalam penanganan anak putus sekolah, hasil
wawancaranya sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan sendiri sekarang ini berusaha berkoordinasi bukan hanya
dengan kecamatan, akan tetapi kami mencoba berkoordinasi sampai ke tingkat

RT/RW untuk mencari data-data anak yang putus sekolah” (Rabu, 21 April 2021
Pukul 08.43 WIB).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Nevi Elya
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 mengenai bagaimana koordinasi yang
dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus

sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:
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“sejauh ini yang saya tahu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menaungi
jenjang pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama setiap
akhir tahun selalu memberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah maupun
majelis guru agar dapat berkoordinasi dalam penanganan masalah anak putus
sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini bertujuan khususnya untuk pihak
Dinas berharap tidak«ada lagi anak yang putus sekelah” (Rabu, 2 Juni 2021
Pukul 10.29 WIB):

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Erna Daharni.,

M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP 'Negeri L1, mengenai bagaimana koordinasi
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus
sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:
“saya hanya tahu bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah berkoordinasi
sampai ke tingkat kecamatan saja, kalau sampai ke tingkat kelurahan bahkan
RT/RW saya belum pernah dengar. Dimana pihak dinas berharap dengan adanya
koordinasi ini dapat mengurangi angka putus sekolah yang ada diseluruh
kecamatan. Tapi secara kenyataannya koordinasi ini-belum berjalan sepenuhnya
untuk menjangkau tingkat kelurahan maupun-tingkat RT/RW "~ (Senin, 31 Mei
2021 Pukul 09.32 WIB).

Selanjutnya peneliti~, melakukan wawancara dengan Bapak Rinduan
sebagai orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar mengenali
apakah Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
program untuk anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

“sejauh ini yang saya tahu .tidak' ada..sosialisasi yang dilakukan untuk
masyarakat. Kalau untuk programyang diberikan saya hanya tahu ada dana BOS
saja” (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 16.50 WIB).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Firmansyah sebagai orang tua
anak putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama
mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan tentang program untuk

anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:
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“tidak ada sosialisasi yang dilakukan mengenai program-program tersebut. Saya
tidak tahu apa itu sekolah marginal begitu juga dengan program wajib belajar 9
tahun” (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 10.05 WIB).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Neli selaku orang
tua anak putus sekolah pada jenjan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
mengenai-sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan tentang program untuk
anak putus sekolah, yaitu sebagai.berikut:

“kalau untuk 'sosialisasi selama ini saya tidak pernahtahu ya, karvena saya tidak
pernah disuruh datang ke sekolah maupun ke dinas tersebut dalam rangka untuk
mengatasi permasalahan ini, tetapi pihak sekolah pernah mendatangi rumah saya
ketika anak saya tidak lagi masuk sekolah, dimana saat itu mereka menanyakan
alasan kenapa anak saya tidak masuk sekolah lagi.dan mereka juga pernah
membujuk agar anak saya kembali bersekolah. Hanya itu yang saya ingat”
(Jum’at. 4 Juni 2021 Pukul 10.08 WIB).

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Lis selaku orang tua anak putus
sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mengenai sosialisasi yang
dilakukan DinaasPendidikan tentang program untuk anak putus sekolah, sebagai
berikut:

“mengenai sosialisasi program yang diberikan untuk anak putus sekolah pihak
dinas tidak pernah mendatangi saya secara pribadi ya, malah saya baru tahu ada
program untuk anak yang putus sekolah setelah dengar dari orang-orang sekitar

saya. Program yang secara umum saya tahu cuma dana BOS saja” (Jum’at, 4
Juni 2021 Pukul 11.03 WIB).

Lanjutan wawancara dengan lbu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan
PNF mengenai apakah ada pembagian tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“lya, pembagian tugas untuk penanganan anak putus sekolah ini seperti usia
sekolah kan wajib belajar SD, SMP ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru namun untuk penanganannya ada untuk usia SMA sekolah paketnya.
Anak-anak yang putus sekolah itu ada di PKBM vyaitu paket A untuk SD, paket B
untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Kami Dinas Pendidikan mensosialisasikan
ini kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa kalau anaknya putus sekolah SD,
SMP, dan SMA masuknya ke paket mana dan ada di wilayah masing-masing.
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Apabila masyarakat kesulitan, datang ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
bidang PAUD dan PNF akan kami arahkan, karena posisi sekolah formal dan
nonformal sudah disamakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerataan pendidikan itu ada
diseluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Tujuan
Pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sama dengan keinginan Kkita
semua bahwa tidak ada lagivanak yang tidak bersekolah®. (Senin, 3 Mei 2021
Pukul 12.59 WIB).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd

selaku Kasi KetenagaansPAUD dan PNF mengenai apakah ada pembagian tugas
di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah, hasil
wawancaranyasebagai berikut:
“kalau bagian khusus untuk anak putus sckolah memang belum ada, tapi kalau
secara umum tergantung kepada bidang. Disini kan ada bidang PAUD dan PNF,
bidang SD, dan bidang SMP, jadi nanti sesuai dengan jenjang pendidikannya.
Kalau putus sekolahnya jenjang PAUD dan PNF berarti bidang PAUD dan PNF
yang menangani, sedangkan kalau putus sekolahnya jenjang Sekolah Dasar maka
bidang Sekolah Dasar (SD) yang menanganinya, begitu juga kalau putus
sekolahnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka yang
menanganinya bidang SMP juga” (Rabu, 21 Aprik2021 Pukul08.43 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari
indikator struktur sosial dilihat dari koordinasi dan pembagian tugas di Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan.anak putus sekolah yakni
koordinasi sudah dilakukan‘sampai ke tingkat RT/RW untuk mendata anak-anak
yang putus sekolah sesuai wilayah masing-masing, sedangkan untuk pembagai
tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah
hanya berdasarkan jenjang pendidikannya.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan,
bahwa dari segi koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

belum berjalan seperti yang telah dijelaskan, karena di tingkat kelurahan dan
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RT/RW tidak ada mendata anak-anak yang putus sekolah. Sedangkan dari segi

pembagian tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum ada bagian khusus

untuk penanganan anak putus sekolah yang ada hanya bagian secara umum yang

mendata anak p

bagian
kecamata
Tabel V.6:
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dibuktikan dengan tidak adanya pembagian
tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
yang secara khusus untuk penanganan anak

Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2021
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C. Hambatan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam
Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis dengan
pihak-pihak terkait, yang menjadi. faktor-faktorpenghambat.dalam Peranan Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di
Kecamatan Tenayan Raya yang|'dapat <lilihat, berdasarkan hasil wawancara,
sebagai berikut:
1. Tidak Adanya Aturan Khusus Penanganan Anak Putus Sekolah
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama lbu Hj.
Erma., M.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF yang menyatakan:

“Sejaub ini menurut saya yang menjadi faktor penghambat dalam
penanganan anak putus sekolah terutama di Keta Pekanbaru yaitu dikarenakan
tidak adanya aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang penanganan
anak putus sekolah. Dimana hal ini membuat masyarakat menganggap bahwa
kalau tidak bersekolah. itu adalah hal yang biasaisaja. Sehingga sampai saat ini
masih kita temukan adanya anak yang tidak bersekolah. Saya pribadi sebagai
salah satu yang bekerja di instansi yang menangani permasalahan pendidikan ini
berharap kedepannya Pemerintah Kota Pekanbaru bisa memiliki peraturan yang
secara khusus untuk penanganan anak putus sekolah ini” (Senin, 3 Mei 2021
Pukul 12.59 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi
Ketenagaan PAUD dan PNF yang mengatakan:

“Salah satu faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah memang
karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang anak putus sekolah.
Maka dari itu saya juga berharap Kota Pekanbaru memiliki aturan sendiri untuk
penanganan anak putus sekolah ini, agar kedepannya angka putus sekolah di
Kota Pekanbaru menurun atau bahkan bisa tidak ada lagi yang putus sekolah”

(Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).

2. Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Selain faktor tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang

penanganan anak putus sekolah, faktor lain yang menjadi penghambat Peranan
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Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Mengenai faktor internal dan faktor eksternal
ini akan dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara dibawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara yang.dilakukan peneliti dengan lbu Hj.
Erma., M.Pd selaku Ketua Bidang PAUD dan PNF mengatakan sebagai berikut:

“Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penanganan anak putus
sekolah di Kota Pekanbaru~yaitu ada beberapafaktor baik faktor internal
maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal itu bisa disebabkan karena pribadi
anak itu sendiri yang tidak ingin bersekolah alasannya bisa karena malas, ingin
membantu orang tua dengan bekerja. Selain itu karena keadaan ekonomi
keluarga, begitu juga dengan masalah orang tua yang broken home. Sedangkan
untuk faktor eksternal itu bisa dari pengaruh lingkungan sekitar anak tersebut,

bisa juga karena susahnya akses untuk di daerah pedalaman contohnya di
Tenayan Industri” (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang PAUD. dan PNF Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru, beliau menegaskan bahwa yang menjadi faktor
penghambat dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru bisa
disebabkan oleh berbagai faktor baik “faktor internal maupun faktor eksternal.
Berdasarkan pengamatan peneliti yang menjadi faktor penghambat dalam
penanganan anak putus sekolah memang biasanya karena faktor internal misalnya
keadaan keluarga yang broken home maupun karena keinginan anak itu sendiri
yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi
Ketenagaan PAUD dan PNF yang mengatakan:

“Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan anak
putus sekolah itu sendiri bisa dikarenakan karena kurangnya pengawasan dari
orang tua dirumah karena kan yang paling dekat dengan anak itu sendiri adalah
orang tuanya. Jadi kalau faktor dari dalam saja sudah kurang maka masalah

seperti ini memang bisa terjadi. Selain itu bisa dikarenakan faktor lingkungan
dimana anak itu tinggal, maupun karena faktor dalam diri anak tersebut.
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Sementara menurut saya kalau faktor ekonomi itu bukan menjadi masalah karena
pemerintah sudah memberikan program wajib belajar 9 tahun, dimana ini berarti
ditanggung pemerintah. Jadi untuk orang tua memang harus memberikan
motivasi kepada anaknya agar tetap bersekolah” (Rabu, 21 April 2021 Pukul
08.43 WIB).

sekolah, se enakan ad al d eksternal yang

menjadi fak
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendidikan Kota Pekanbaru dalam indikator individu cukup berperan,
dibuktikan dengan kepedulian Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
terhadap anak putus sekolah. Selanjutnya Peranan Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru dalam indikator struktur sosial kurang berperan, hal ini
dibuktikan dengan kurangnya koordinasi pada semua tingkat komponen

masyarakat.

81
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2. Faktor-faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah di
Kecamatan Tenayan Raya oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu

karena tidak adanya aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang

. Kepada semua Kepala Sekolah beserta majelis guru sebagai faktor utama
di lingkungan sekolah sebaiknya dapat memberikan motivasi kepada
seluruh siswa serta memberikan keterampilan yang berguna untuk melatih

kemampuan siswa. Pihak sekolah juga diharapkan dapat membantu

mendata anak putus sekolah yang ada disekolah masing-masing.
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. Kepada Orangtua diharapkan mampu mendidik dan memotivasi anaknya,

selain itu orang tua juga harus memperhatikan kebutuhan anak akan

pendidikan, serta orangtua diharapkan melakukan pengawasan yang lebih
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